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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jumlah realisasi penerimaan 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Magelang tidak 

mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari tahun 2014 jumlah 

objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mencapai tingkat pencapaian 

38,96% dari hasil PAD. Di tahun 2015 terjadi penurunan yaitu dengan 

tingkat pencapaian  yang hanya sebesar 35,78% dari hasil PAD. 

Kemudian tahun 2016 kembali mengalami penurunan  lagi dengan  

tingkat pencapaian sebesar 34,12% dari hasil PAD. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pada 3 tahun terakhir ini, Retribusi Izin Mendirikan  

Bangunan  di  Kabupaten  Magelang tidak memiliki peranan untuk 

meningkatkan  penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 

2. Adapun faktor penghambat prosedur izin mendirikan bangunan yaitu 

kesadaran  masyarakat  yang  masih belum  paham  mengenai pentingnya 

suatu bangunan  memiliki IMB. Dengan hal itu, mempengaruhi 

kontribusi retribusi IMB dalam meningkatkan PAD di Kabupaten 

Magelang. Kepengurusan izin dapat diselesaikan dengan cepat dengan 

syarat kelengkapan terpenuhi. Adapun kendalanya adalah petugas serta 

dan prasarana di lapangan masih kurang. 
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B. Saran 

1. Mengingat kurang pengetahuan masyarakat tentang peraturan daerah 

yang mengatur tentang retribusi dalam mengurus Izin Mendirikan 

bangunan, Penulis berharap Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas 

Penanaman  Modal dan Pelayanan  Perizinan Satu Pintu lebih intens 

lagi mengadakan  penyuluhan tentang Izin Mendirikan Bangunan 

kepada masyarakat. 

2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 

Kabupaten  Magelang  seharusnya  memberikan pelayanan yang lebih 

sigap dan tanggap lagi, supaya masyarakat  tertarik untuk mendaftarkan 

izin mendirikan bangunan jika pelayanannya baik. 

3. Petugas lapangan dalam  memeriksa bangunan seharusnya juga lebih 

ditingkatkan lagi, agar pengawasan terhadap bangunan yang tidak 

memiliki izin lebih cepat untuk diketahui dan ditindaklanjuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


